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A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wallkota
menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagalmana telah beberapa
kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemillhan Gubernur, Bupati dan
Wallkota menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI11/2024;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI11/2024;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

v ok D

Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesalan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakl Bupati, serta Walikota dan Wakil Wallkota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemllihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara
Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagalmana telah
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diubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wallikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tanggal 29 Augustus 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur
Sipil Negara yang memiliki Pasangan (Suami/lstri) berstatus sebagai Calon Kepala Daerah,
Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pasca Putusan

MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXII1/2025, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Papua mengimbau kepada KPU Provinsi Papua beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Papua memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
yang menjelaskan bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat belum pernah
menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon

Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

2. KPU Provinsi Papua memperhatikan ketentuan Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pasal 14

ayat (2) huruf n yang menjelaskan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi
persyaratan belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau

Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



3. KPU Provinsi Papua agar melakukan pencermatan terhadap syarat calon yang berkaitan
dengan ketentuan di atas; dan

4. KPU Provinsi Papua melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia terkait hal tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

HARDIN HALIDIN

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Pj. Gubernur Provinsi Papua

3. Pertinggal.
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